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BUPATI CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka
dipandang perlu untuk mengatur tata cara pencalonan,
pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian
perangkat desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun
2006 tentang Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini
sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 7 Tahun 2006 Seri D Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun
2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7
Tahun 2006 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kabupaten Cilacap.

5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian

kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Cilacap yang
berkedudukan ditingkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

11. Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

12. Perangkat Desa Lainnya adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari
Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Sekretariat Desa adalah
penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

d. Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SLTA dan/atau sederajat yang
dibuktikan dengan ijazah;

e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh
enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran;

f. Penduduk desa setempat;
g. Sehat jasmani dan rohani;
h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf d, e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk desa Warga Negara
Republik Indonesia yang:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;


